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embinaan yang dilaksanakan melalui sistem formal akan sangat bermanfaat

dalam meningkatkan kinerja pemerintahan Mukim. Di samping itu pembinaan
kesejahteraan masyarakat melalui subsidi, pelatihan kewirausahaan perlu
dilakukan oleh pemerintahan daerah cara langsung turun ke gampong-
gampong/mukim-mukim untuk mengajak masyarakat supaya lebih mandiri dalam
berusaha/berkarya dan untuk meningkatkan pendapatan dan standarisasi layak
hidup, pembinaan seperti ini dapat dilakukan pemerintahan daerah melalui
instansi/dinas terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Pembinaan
yang diharapkan masyarakat bukan saja pada saat proyek digulirkan dalam
masyarakat, tetapi adanya pengawasan yang rutin oleh pihak Pemerintahan daerah
sampai masyarakat benar-benar mandiri. Dan jika mengalami proyek tersebut
gagal, maka pemerintahan daerah akan segera mengetahui kendala apa yang

menyebabkan proyek tersebut gagal.
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